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PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2023/PA .Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXX XxX, tempat kediaman di KOTAMOBAGU UTARA, ,
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU UTARA, ,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
08 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kotamobagu dengan Nomor : 329/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal 08 November
2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 27 April 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Xxxxx dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 69/19/1V/2011 tanggal 27 April 2011;
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2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXXX XXXX
kemudian pindah di kediaman bersama di Bilalang Dua;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat
dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan

telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

. Yusra Fahmi Litod, Perempuan usia 12 tahun;
) Yumna Andiani Litod, perempuan usia 9 tahun;
4, Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2012 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering minum-minuman keras;

- Tergugat sering berjudi;

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-

anak;

- Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak

mendengarkan nasehat dari Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat telah mencapai puncaknya pada 2020, yang disebabkan karena
masalah yang sama, sejak sat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal
bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga
seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh
keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap
Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun
batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga
dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari
Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
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8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cg. Hakim Tunggal yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hajirin Litod
bin Djainudin Litod) terhadap Penggugat (Tomasya Pobela binti Anton
Pobela);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan

yang berlaku;
Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/19/IV/2011 Tanggal 27 April 2011
yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Utara XXxx XXXXXXXXXX Provinsi
Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx XXxXx
XXXXXX, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA , di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di
rumah orang tua Penggugat di XxxXxx XXxXxxxxx xxxx kemudian pindah di
kediaman bersama di Bilalang Dua dan telah dikaruniai 2 orang anak,
yang masing-masing bernama:
1. Yusra Fahmi Litod, laki-laki usia 12 tahun;
2. Yumna Andiani Litod, perempuan usia 9 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2012
mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras;
- Tergugat sering berjudi;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-

anak;
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- Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak
mendengarkan nasehat dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi dan minum-
minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
sekitar 2020, disebabkan karena masalah yang sama, sejak sat itu
Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan
kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxxx,
bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA , di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di
rumah orang tua Penggugat di xxxx XXxXxxxxX xxxx kemudian pindah di
kediaman bersama di Bilalang Dua dan telah dikaruniai 2 orang anak,
yang masing-masing bernama:
- Yusra Fahmi Litod, laki-laki usia 12 tahun;
- Yumna Andiani Litod, perempuan usia 9 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2012
mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras;
- Tergugat sering berjudi;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-
anak;
- Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak
mendengarkan nasehat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama

sekitar 2020, disebabkan karena masalah yang sama, sejak sat itu
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Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan
kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
Saksi 3, Moh. Akbar Pobela bin I. Pobela, umur 63 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di JI. Bilalang Desa Bilalang 2 XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX  XXXXX  XXXX  XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di
rumah orang tua Penggugat di XxXxx XXxxxxxx xxxx kemudian pindah di
kediaman bersama di Bilalang Dua dan telah dikaruniai 2 orang anak,
yang masing-masing bernama:
- Yusra Fahmi Litod, laki-laki usia 12 tahun;
- Yumna Andiani Litod, perempuan usia 9 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2012
mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras;
- Tergugat sering berjudi;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-
anak;
5 Bahwa saksi mengetahui perilaku Tergugat karena saksi sering
bersama Tergugat main judi dan minum-minuman keras;
- Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak
mendengarkan nasehat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
sekitar 2020, disebabkan karena masalah yang sama, sejak sat itu
Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan

kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
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- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar

tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
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cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran, sehingga
telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2020 sampai sekarang,
dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat 27 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 27 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175
RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu
memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas
serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud
Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut
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menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan
pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima

sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa kurang lebih sejak September 2012 Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat

sering minum-minuman keras;
3. Tergugat sering berjudi;
4. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak
mendengarkan nasehat dari Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar
2020;

7. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2020, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
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dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih
pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Figh Sunnah
Jilid Il halaman 188 sebagai berikut:

s13,Y1 0S5 zoudl Glicl ol a>g i)l dine ol 53 balges e 150

logiz 2oV e olal 526 g laglliol oy 6 musdl plgs o) Blay Y los
aisl, lasll leallo

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau
dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab
tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga
sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan

perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
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Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang
mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili
perempuan berhadapan dengan hukum disebutkan isteri dalam perkara cerai
gugat dapat diberikan mut'ah dan iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz
dengan demikian dalam perkara a quo Penggugat dapat diberikan nafkah iddah

sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan
kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz
“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara
cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti
nusyuz;

Menimbang, bahwa iddah dan mut'ah dalam hukum Islam pada
dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang
akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk
tetap dapat menyambung silaturahim di antara mantan suami dan mantan isteri,
sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai
ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung

silaturahim setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan
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bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara
yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah
satunya dengan memberikan iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan
hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau
mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan ultra petitum
partium. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim
diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami,
hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashalahat serta menegakkan
keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki
oleh hakim karena jabatannya disebut dengan Hak Ex Officio. Dasar
dilaksanakan Hak Ex Officio adalah beberapa rujukan sebagai berikut :

a. Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang berbunyi “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas
suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan
sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal ini merupakan dasar hukum
hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut,
sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata “dapat” ditafsirkan boleh
secara ex officio memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah
dan iddah.

b. Pasal 152 KHI Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa
bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali
ia nusyuz.

Berdasarkan pertimbangan diatas, demi terwujudnya nilai-nilai
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dalam hal ini hakim karena
jabatannya atau secara ex officio sepakat menghukum Tergugat untuk
memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat;.

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai iddah dan mut'ah
yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas
kepatutan dan kelayakan terlebih Tergugat diketahui bekerja sebagai petani.
karenanya majelis hakim sepakat jika iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan
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oleh Tergugat yaitu Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta
rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nafkah iddah dan mut'ah merupakan
akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan iddah, dan mut'ah
dari Tergugat kepada Penggugat dan dengan berpedoman pada SEMA Nomor
2 Tahun 2019 maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dilaksanakan
oleh Tergugat pada saat Tergugat mengambil akta cerai di persidangan, maka
Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kotamobagu untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat
memenuhi kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil akta cerai berupa :
a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Mut’ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
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5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 M. bertepatan
dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 H. oleh Kaharudin Anwar, S.H.l., M.H.
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi
oleh Misra Madjid, S.H.l sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Kaharudin Anwar, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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